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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Hasil pembahasan yang telah diuraikan penulis di atas menunjukan 

bahwa pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian untuk Proyek Strategis 

Nasional yang menyebabkan kerentanan lahan sawah di Kabupaten 

Sleman  prosesnya berbeda dengan alih fungsi lahan pertanian untuk 

kegiatan berusaha dan non-berusaha pada umumnya. Perizinan tersebut 

dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dengan prosedur Kesesuaian Kegiatan 

Pemanfaatan Ruang (KKPR) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang diuraikan lebih lanjut 

dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan 

Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. 

Kesimpulan dari penelitian pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian untuk 

Proyek Strategis Nasional dilengkapi dengan hasil penelitian yang 

didapatkan dari sepuluh responden yang lahan pertaniannya menjadi objek 

pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional (Jalan – tol) di Kabupaten 

Sleman, serta narasumber penulis sebagai pihak yang melaksanakan 

pembangunan Proyek Strategis Nasional (Jalan – tol) di Kabupaten Sleman 

yang menyatakan bahwa kekhawatiran akan kerentanan lahan pertanian 

diharapkan justru semakin berkurang karena adanya pembangunan Proyek 

Strategis Nasional (Jalan – tol) di Kabupaten Sleman ini. 
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B. Saran  

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis 

kemukakan maka terdapat saran – saran yang dapat penulis bisa sampaikan 

yaitu : 

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman hendaknya segera mengesahkan 

revisi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Sleman tahun 2011 – 2031 yang berisi peraturan lebih 

lanjut mengenai Proyek Strategis Nasional. 

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman hendaknya secara aktif membuat 

sosialisasi dan/atau program pengetahuan mengenai Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan kepada masyarakat khususnya petani di Daerah 

Kabupaten Sleman sebagai tindakan pencegahan terjadinya alih – fungsi 

lahan pertanian. Sebab lahan pertanian semakin berkurang setiap tahun, baik 

karena usaha pembangunan pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. 

Sehingga pengetahuan mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

bisa menjadi salah satu cara menjaga ketahanan pangan, dan mencegah 

terjadinya kerentanan lahan pertanian. 

3. Masyarakat khususnya para petani di Kabupaten Sleman hendaknya bisa 

lebih aktif menyuarakan pendapatnya terkait penggunaan lahan pertanian 

kepada pemerintah sebagai bentuk dukungan yang membangun Pemerintah 

Daerah Kabupaten Sleman. 
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